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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting. Sebab 

merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan 

manusia karena setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum 

yang lazim disebut dengan kematian.
1
 

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan 

seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibatnya bagi ahli waris. Ash-

Shabuni menyebutkan bahwa hukum waris yaitu segala jenis harta benda atau 

kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan 

sebagainya.
2
Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan 

seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibatnya bagi ahli waris. 

AshShabuni menyebutkan bahwa hukum waris yaitu segala jenis harta benda atau 

kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.
3
 

Hukum waris Islam sering pula dinamakan sebagai farāid karena bagian masing-

masing ahli waris telah ditentukan oleh syara’. Selain itu, hukum waris Islam juga 

sering dinamai sebagai ilmu mawāriś karena membicarakan tentang pemindahan 

harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. 
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Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) adalah hukum 

yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing. 

Masalah kewarisan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting, 

karena menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang 

meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan. 

Mengingat pentingnya masalah kewarisan ini, maka Allah SWT menetapkan 

aturannya secara terang dan tegas dalam Al-Qur’an. Penetapan ini bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang 

seadil-adilnya. 

Pembagian warisan terhadap orang yang normal sudah jelas jenis 

kelaminnya sehingga statusnya dalam pembagian warisan dapat ditentukan 

dengan segera. Tetapi berbeda halnya dengan khuntsa karena dalam sebagian 

besar kasus, jenis kelamin seseorang dapat menentukan bagian warisan yang 

diterimanya. Dari seluruh orang yang berhak sebagai ahli waris, maka ada tujuh 

macam orang yang ada kemungkinan berstatus sebagai khuntsa. Ketujuh orang itu 

adalah 

1. anak 

2. cucu 

3. saudara (kandung, sebapak, atau seibu) 
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4. anak saudara atau keponakan (kandung atau sebapak) 

5. paman (kandung atau sebapak) 

6. anak paman atau sepupu (kandung atau sebapak) 

7. mu’tiq (orang yang pernah membebaskan si mayit) 

Selain ketujuh macam orang itu, tidak mungkin berstatus sebagai khuntsa. 

Sebagai contoh, suami atau isteri tidak mungkin khuntsa karena salah satu syarat 

timbulnya perkawinan adalah terjadi antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang sudah jelas jenis kelaminnya. Begitu juga dengan bapak, ibu, 

kakek, dan nenek; keempat macam orang ini tidak mungkin khuntsa karena 

mereka sudah jelas memiliki anak dan/atau cucu. 

Akan tetapi bagi seorang khuntsa, warisan yang diperolehnya dalam 

pembagian warisan dapat memiliki lima kemungkinan, yaitu 

1. Jika dianggap laki-laki ataupun perempuan, maka bagiannya sama 

besar. 

2. Jika dianggap laki-laki, maka bagiannya lebih besar daripada jika 

dianggap perempuan. 

3. Jika dianggap perempuan, maka bagiannya lebih besar daripada jika 

dianggap laki-laki. 

4. Hanya dapat menerima warisan jika dianggap laki-laki. 

5. Hanya dapat menerima warisan jika dianggap perempuan. 
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Penghitungan bagian warisan untuk khuntsa, menurut Imam Abu Hanifah 

bahwa khuntsa diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan 

perempuan, sedangkan ahli waris lain diberikan bagian yang terbesar dari dua 

perkiraan laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafii bahwa 

semua ahli waris termasuk khuntsa diberikan bagian yang terkecil dan 

meyakinkan dari dua perkiraan, dan sisanya ditahan (di-tawaquf-kan) sampai 

persoalan khuntsa menjadi jelas, atau sampai ada perdamaian untuk saling 

menghibahkan (tawahub) di antara para ahli waris. 

Dari pendapat para imam di atas terjadi perbedaan pendapat dalam hal 

menghitung warisan bagi seorang khunsa dalam pelaksanaan ajaran agama islam. 

Perbedaan pandangan yang akan dilanjutkan menjadi kajian dalam penelitian 

adalah dengan judul: “Pembagian Harta Warisan Terhadap Khunsa Musykil dan 

Ghairu Musykil Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah”. 

B. Batasan  Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka 

penulis membatasi penulisan ini dari aspek Ajaran Agama Islam Dalam 

Pembagian Harta Warisan Terhadap Khunsa musykil dan khunsa ghairu musykil 

Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari permasalah yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di 

atas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan 

dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Bagaimanakah pendapat Syafi’i tentang hukum waris khunsa musykil dan 

khunsa ghairu musykil? 

2. Bagaimanakah pendapat Abu Hanifah tentang hukum waris khunsa 

musykil dan khunsa ghairu musykil? 

3. Bagaimanakah metoda istinbat hukum terhadap waris khunsa menurut 

pandangan Imam Syafi’i dan Abu Hanifah 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 

a. Untuk mengetahui pendapat Syafi’i tentang hukum waris khunsa musykil 

dan khunsa ghairu musykil. 

b. Untuk mengetahui pendapat Abu Hanifah tentang hukum waris khunsa 

musykil dan khunsa ghairu musykil. 

c. Untuk mengetahui metoda istinbat hukum terhadap waris khunsa menurut 

pandangan Imam Syafi’i dan Abu Hanifah. 

Adapun kegunaan dari penelitian adalah: 

1. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi 

pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. 

2. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan 

pengetahuan masyarakat mengenai waris khunsa menurut pandangan 

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i. 

3. Menambah dan memperluas orientasi pemikiran terhadap waria. 
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E. Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penilitian kepustakaan (library research) 

yaitu dengan mengambil  dan membaca serta menelaah literature -

literatur yang  berhubungan dengan penelitian ini. 

 

2) Sumber Data 

  Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data 

dalam penelitian ini berasal dari : 

a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari 

kitab yang berkaitan dengan warisan seperti AL-Syafi’i, Abdullah 

Muhammad bin Idris. Ringkasan Kitab Al-Umm, Penerjemah Imron 

Rosadi, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004. Al-Shabuni, Muhammad 

Ali, al-Mawarits fi al-Syari’ah al- Islamiyyah fi Dhaui al-Kitab wa al-

Sunnah, Beirut: Alim-Kutub, 1979. 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang 

berkaitan dengan  penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul 

fiqih, kitab tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu 

penulis dalam penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari: 

1) Kamus-kamus 

2) Ensiklopedi  
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F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis 

mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan 

selanjutnya penulis menela’ah berbagai literatur dan mengklasifkasikan 

sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian 

melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada 

bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis. 

G. Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data 

di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan: 

1. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari 

pesan-pesan yang ada di berbagai leterature melalui dari kosa kata, 

pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada 

pada teks.  

 

H. Metode penulisan  

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode 

berikut: 

a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya 

dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara 

khusus. 



8 
 

b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya 

dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan 

secara umum. 

c. Deskriptif  yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan 

interprestasi tentang arti data tersebut. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian 

ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut: 

 

BAB I  : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah putaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II  : Berisikan tentang tinjauan umum tentang khunsa dan hukum 

islam yaitu pengertian khunsa menurut fikih, macam-macam 

khunsa, tinjauan fikih dalam menetapkan status kelamin 

khunsa.  

BAB III  : Berisi tentang teori pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam 

Syafi’i, yang meliputi: riwayat hidup Imam Abu Hanifah dan 

Imam Syafi’i yaitu riwayat hidup, karya-karya, dan  metode 

istinbat hukum, waris khunsa menurut pandangan Imam Abu 

Hanifah dan Imam Syafi’i. 
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BAB  IV :   Berisikan penganalisian perbandingan terhadap khunsa 

menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i 

yang terdiri dari: sebab-sebab terjadi perbedaan antara kedua 

Imam tersebut, persamaan dan perbedaannya. 

BAB V :  Berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh 

rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban 

atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat 

diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut. 

 


